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Hal itu tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang
diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu, 29 Mei 2024. Ketua Majelis
yang memutus yakni Yulius dan anggota majelis Cerah Bangun. Putusan

B Bersambung ke Hal 11

telah ditampilkan di laman resmi MA.

]akarta, MIMBAR Mahkamah Agung (MA)
mengabulkan permohonan Partai Garda
republik Indonesia (Garuda) terkait aturan
batas minimal usia calon gubernur dan wakil

gubernur 30 tahun.

MAHKAM/ H AGUNG

==

*Y“I“Pl“l”l”l”l”l”l”l"'l 1ol Il

lesang

watirkanl§EdiUA Umum Partai

Solidaritas Indonesia (PSI) yang
juga putra bungsu Presiden
Jokowi, Kaesang Pangarep, kini
dapat melenggang bila ingin
maju sebagai calon pada Pilkada
serentak 2024.

Hal itu berkaitan dengan
putusan Mahkamah Agung (MA)
terkait aturan batas usia calon

elenggang

gubernur dan wakil gubernur,
calon bupati dan wakil bupati atau
calon wali kota dan wakil wali
kota.

Dalam Pasal 4 ayat 1 huruf
d PKPU Nomor 9 tahun 2020,
disebut warga negara Indonesia
dapat menjadi calon gubernur dan
wakil gubernur,
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Soal luran Taperan

Dikhawatirkan
Jadi Sumber
Korupsi Baru

Jakarta, MIMBAR - 1 4|
Anggota Komisi V DPR
RI fraksi Partai Demokrat i
Herman Khaeron khawatir
Program Tabungan
Perumahan Rakyat (Tapera)
yang memotong 2,5 persen
gaji pekerja PNS hingga
swasta per bulannya menjadi
sumber korupsi baru.

Ia menyebut peluang
korupsi muncul terkait
pengelolaan uang yang dihimpun dari Tapera.
Menurutnya, bisa saja uang tersebut sengaja
diselewengkan demi meraup keuntungan. Menurutnya,
hal ini berbahaya bagi sistem keuangan negara ke
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Jadwal

Subuh : 04:53 WIB Maghrib :18:35 WIB
Zuhur : 12:26 WIB Isya : 19:49 WIB
Ashar : 15:50 WIB

B Untuk kota Medan sekitarnya

Hidayahion
Umat Terbaik

Oleh Dr A Rasyid, MA

KAMU (umat Islam) adalah
umat terbaik yang dilahirkan untuk

\[X ;- . (berbuat) yang makruf, mencegah

manusia (selama) kamu menyuruh

- dari yang mungkar, dan beriman
"1;',);' E kepada Allah. Seandainya
Ahlulkitab beriman, tentulah
itu lebih baik bagi mereka. Di
antara mereka ada yang beriman
dan kebanyakan mereka adalah
orang-orang fasik. (Ali Imran 110).
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Korupsi Emas 109 Ton
Kej agung Tetapkan 6 Eks GM PT Antam Jadi Tersangka

Ll

ljtima Ulama Fatwa Soal Pengucapan Salam Berbagai Agama

Bukan Toleransi yang Benar

IJTIMA Ulama Komisi
Fatwa se-Indonesia VI
menghasilkan panduan

hubungan antarumat
beragama. Salah satu
yang diputuskan adalah
mengenai hukum salam

lintas agama.

“Penggabungan ajaran
berbagai agama, termasuk
pengucapan salam dengan
menyertakan salam berbagai
agama dengan alasan toleransi
dan/atau moderasi beragama,
bukanlah makna toleransi yang
dibenarkan,” demikian salah satu
poin keputusan Ijtima Ulama
Komisi Fatwa se-Indonesia yang
dibacakan oleh Ketua SC yang
juga Ketua MUI Bidang Fatwa,
Asrorun Niam Sholeh, Kamis
(30/5).

Dalam hasil ijtima ulama
tersebut, pengucapan salam
merupakan doa yang bersifat
ubudiah. Karena itu, pengucapan
salam harus mengikuti ketentuan

syariat Islam dan tidak boleh
dicampuradukkan dengan ucapan
salam dari agama lain.

“Pengucapan salam yang
berdimensi doa khusus agama
lain oleh umat Islam hukumnya
haram,” demikian poin lanjutan
panduan yang dikeluarkan ijtima
ulama.

Berikut hasil lengkap dari
Ijtima Ulama Komisi Fatwa
se-Indonesia mengenai panduan
hubungan antarumat beragama:

PANDUAN HUBUNGAN
ANTARUMAT BERAGAMA

A. Prinsip Hubungan Antar
Umat Beragama

1. Prinsip dasar hubungan
antar umat beragama dalam
Islam adalah sebagai berikut:

a. Islam menghormati
pemeluk agama lain dan
menjamin kebebasan umat
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Jakarta, MIMBAR - Kejak-
saan Agung (Kejagung) menetap-
kan enam tersangka kasus korupsi
terkait tata kelola komoditas emas
sebanyak 109 ton oleh PT Antam
periode tahun 2010-2021.

Direktur Penyidikan Jaksa
Agung Muda Bidang Tindak Pi-
dana Khusus Kuntadi mengatakan
enam tersangka yang ditetapkan
adalah mantan General Manager
(GM) Unit Bisnis Pengelolaan
dan Pemurnian Logam Mulia (UB
PPLM) PT Antam.

“Berdasarkan keterangan saksi
dan alat bukti yang telah kami
kumpulkan, maka tim penyidik
menetapkan 6 orang saksi sebagai
tersangka,” ujar Kuntadi dalam
konferensi pers di Kejagung, Ja-
karta, Rabu (29/5/2024) malam.

B Bersambung ke Hal 11

SURYA PALOH DISEBUT
DALAM SIDANG SYL

NasDem
Buka Suara

Jakarta, MIMBAR - Dewan
Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem
buka suara terkait sejumlah nama elite
partai yang disebut dalam sidang kasus
dugaan pemerasan dan penerimaan
gratifikasi dengan terdakwa Eks
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo
(SYL).

Elite partai yang disebut yakni
Ketum NasDem Surya Paloh dan
Sekjen Nasdem Hermawi Taslim.
Mereka disebut mengetahui ada dana
masuk dari Kementan ke NasDem
untuk agenda partai.
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Kaesang Melenggang...
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calon bupati dan wakil bupati
atau calon wali kota dan wakil
wali kota dengan memenuhi
persyaratan berusia paling
rendah 30 tahun untuk calon
gubernur dan wakil gubernur
dan 25 tahun untuk calon bupati
dan wakil bupati, calon wali
kota dan wakil wali kota terhi-
tung sejak penetapan pasangan
calon.

MA menyatakan pasal itu
bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih
tinggi yaitu Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2016.

Menurut MA pasal 4 ayat
(1) huruf d PKPU Nomor 9
Tahun 2020 tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat
sepanjang tidak dimaknai: “....
berusia paling rendah 30 (tiga
puluh) tahun untuk calon guber-
nur dan wakil gubernur dan 25
(dua puluh lima) tahun untuk
calon bupati dan wakil bupati
atau calon wali kota dan wakil
wali kota terhitung sejak pelan-
tikan pasangan salon terpilih.

Dengan putusan itu, MA
mengubah ketentuan dari yang
semula berusia paling rendah 30
tahun untuk calon gubernur dan
wakil gubernur dan 25 tahun
untuk calon bupati dan wakil
bupati, calon wali kota dan
wakil wali kota yang semula
dihitung sejak penetapan calon
menjadi sejak pelantikan calon
terpilih.

Adapun Kaesang saat ini
berusia 29 tahun. Ia akan beru-
sia 30 tahun pada 25 Desember
mendatang.

Sementara itu, tahapan dan
jadwal Pilkada 2024 diatur
dalam PKPU 2 tahun 2024 ten-
tang Tahapan, Jadwal Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dan Wakil Bupati, serta
Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dijelaskan dalam PKPU
itu, pendaftaran pasangan calon
adalah pada 24 Agustus sampai
26 Agustus. Adapun peneta-
pan pasangan calon pada 22
September.

Pemungutan suara di-
lakukan pada 27 November
lalu penghitungan suara dan
rekapitulasi penghitungan suara
pada 27 November sampai 16
Desember.

Kemudian, penetapan
calon terpilih dilakukan paling
lama lima hari setelah MK
secara resmi memberitahukan
permohonan yang teregistrasi
dalam Buku Registrasi Perkara
Konstitusi (BRPK) kepada
KPU

Di PKPU itu, tidak diatur
kapan waktu pelantikan calon.
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Umat Terbaik
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Ayat ini secara tegas
menyatakan umat Islam itu
adalah yang terbaik di anatar
umat yang ada di muka
bumi ini. Ini ada kaitannya
dengan pekerjaan menyeru
manuia untuk baik dan
mencegah dari perbuatan
mungkar.

Saat ini, kemungkaran
sangat banyak dijumpai di
dunia nyata maupun media
sosial. Secara sederhana
kemungkaran adalah sesuatu
yang melanggar dari apa
yang telah diatur oleh Al-
lah Swt. dan Rasul-Nya.
Dengan banyaknya kemung-
karan yang terjadi, sudah
seharusnya seorang muslim
mengetahui kewajibannya
menyuruh kepada kebaikan
dan mencegah dari keburu-
kan.

Merujuk dari Hadis
Arbain ke-34 yang artinya:
Dari Abu Sa’id Al-Khudri
radhiyallahu ‘anhu, ia
berkata, “Aku mendengar
Rasulullah saw. bersabda,
‘Barang siapa dari kalian
melihat kemungkaran,
ubahlah dengan tangannya.
Jika tidak bisa, ubahlah den-
gan lisannya. Jika tidak bisa,
ingkarilah dengan hatinya,
dan itu merupakan selemah-
lemahnya iman’.”

Amar makruf nahi
munkar adalah sebuah frasa
dalam bahasa Arab yang
berisi perintah menegak-
kan yang benar dan mela-
rang yang salah. Ukuran
menentukan sesuatu itu
sebagai makruf atau munkar
sebagaimana dijelaskan
oleh Imam Asy-Syaukani
rahimahullah;, “Dalil yang
menunjukkan bahwa sesuatu
itu dikatakan makruf atau
munkar adalah Alquran dan
sunah. Yang menjadi tolak

Namun proses akhir rekapitu-
lasi adalah 16 Desember.

Jika pelantikan calon dilaku-
kan setelah Desember, maka
Kaesang memenuhi syarat
untuk maju dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur.
Ia akan berusia 30 tahun pada
25 Desember.

Sementara itu, baru-baru ini
nama Kaesang muncul untuk
Pilkada Jakarta.

Ketua Harian DPP Partai
Gerindra Sufmi Dasco Ahmad
mendorong duet, Budisatrio
Djiwandono dengan Kaesang.

Melalui media sosial
Instagram, ia mengunggah
foto Budisatrio dan Kaesang
dilengkapi dengan tulisan ‘For
Jakarta 2024°.

“Budisatrio Djiwandono -
Kaesang Pangarep For Jakarta
2024,” tulis Dasco di Insta-
gramnya, Rabu (29/5).

Wakil Ketua Umum DPP
Partai Garuda Teddy Gusnaidi
mengakui partainya menggugat
aturan batas minimal usia calon
gubernur dan wakil gubernur
30 tahun supaya semua generasi
muda bisa maju sebagai calon
gubernur di Pilkada 2024.

Namun dia menegaskan gu-
gatan tersebut tak semata demi
memuluskan peluang Kaesang
maju di Pilkada 2024.

“Untuk semua [generasi
muda], bukan hanya Mas Kae-
sang,” kata Teddy, dilansir dari
CNNIndonesia, Kamis (30/5).

Sejauh ini belum ada ban-
tahan dari Mahkamah Agung
terkait isi dokumen putusan
tersebut. Juru bicara MA
Suharto baru mau memeriksa
ke panitera terkait putusan
ini.”Kami akan cek dulu di
kamar Tun,” kata Suharto.

Saat ditanya soal isi putusan
tersebut, Suharto mengatakan
proses minutasi masih dalam
proses di Kamar TUN.

“Jika nanti minutasi selesai
putusan segera di up load di
Sistem Informasi Administrasi
Perkara,” kata Suharto.

Minutasi adalah proses di
pengadilan menjadikan berkas-
berkas perkara menjadi arsip
negara.

Ia membenarkan bahwa
putusan nomor 23P/HUM/2024
telah diputuskan kemarin, 29
Mei 2024 dengan amar putusan
“Kabul Permohonan Hum”.

Sementara Kepala
Biro Humas MA Sobandi
memberikan tautan putusan
terkait status perkara tersebut.
Dari tautan ke laman MA itu
tertulis status putusan tersebut
adalah “Perkara telah diputus,
sedang dalam proses minutasi
oleh Majelis”.(cnni/js)
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ukur bukanlah perasaan,
pikiran manusia, adat, atau
tradisi di masyarakat kita.
Dalam ilmu fikih klasik,
perintah ini dianggap wajib
bagi kaum Muslim. “Amar
makruf nahi munkar” telah
dilembagakan di beberapa
negara, contohnya adalah di
Arab Saudi yang memiliki
Komite Amar Makruf Nahi
Mungkar (Hai?at al-amr
bi-l-ma?ruf wa-n-nahy ?ani-
l-munkar). Di kekhalifahan-
kekhalifahan sebelumnya,
orang yang ditugaskan
menjalankan perintah ini
disebut muhtasib. Sementara
itu, di Barat, orang-orang
yang mencoba melakukan
amar makruf nahi mungkar
disebut polisi syariah.

Amar ma’ruf nahi
munkar dilakukan sesuai
kemampuan, yaitu dengan
tangan (kekuasaan) jika dia
adalah penguasa punya
jabatan, dengan lisan atau
minimal membencinya
dalam hati atas kemung-
karan yang ada, dikatakan
bahwa ini adalah selemah-
lemahnya iman seorang
mukmin.

Jika kita sebagai muslim
punya kekuasaan tetapi
tidak mampu mencegah
kemungkaran, maka dapat
disimpulkan bahwa kita
tidaklah termasuk umat
terbaik. Sebab sebagai
muslim wajib mencegah
segala bentuk kemungkaran
(kejahatan) yang menyim-
pang dari ajaran Islam. Nabi
Muhammad mengingatkan
kemungkaran itu harus
dicegah dengan tangan
(kekuasaan) jika tidak mamu
maka cegah dengan lidah
atau ucapan, maka jika juga
tidak mampu maka cegah
dengan hati. Tetapi dengan
hati itu adalah selemah-
lemah iman. (*)

Dikhawatirkan Jadi....
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depan bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Bagaimana dengan asuransi-asuransi
investasi yang hari ini mogok semua, macet
semua? Kasihan rakyat. Bagaimana den-
gan koperasi-koperasi yang menghimpun
dana masyarakat? Seperti Indosurya yang
misalkan kemudian tidak kembali uangnya
kepada rakyat? Kan kasihan rakyat,” ucap
Khaeron dalam diskusi Dialektika Demokra-
si di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis
(30/5).

“Kalau mau sudah lah, jangan terlalu
banyak ini pengolah-pengolah keuangan
ini. Nanti digunakannya kalau bukan
mismanagement, korupsi ujung-ujungnya,”
ujar dia lebih lanjut.

Khaeron menilai sebenarnya program
Tapera adalah kebijakan yang bagus. Hanya
saja, perlu banyaknya pertimbangan dari
seluruh pihak sebelum program ini berjalan
penuh.

Pasalnya, kebijakan ini berdampak

Dari Halaman 1

“Mengabulkan permohonan keberatan
hak uji materiil dari Pemohon: PARTAI
GARDA REPUBLIK INDONESIA (PAR-
TAI GARUDA),” demikian bunyi putusan
tersebut.

Dalam dokumen yang diterima disebut-
kan bahwa MA menyatakan Pasal 4 ayat (1)
huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bu-
pati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun
2016. Dengan putusan itu, MA mengubah
ketentuan dari yang semula cagub dan wakil
cagub minimal berusia 30 tahun terhitung
sejak penetapan pasangan calon menjadi
setelah pelantikan calon.

Pasal 4 PKPU berbunyi yang dinyatakan
bertentangan itu semula berbunyi:

“Warga Negara Indonesia dapat menjadi
calon gubernur dan wakil gubernur memen-
uhi persyaratan sebagai berikut. (d). berusia

kepada masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR). Hal ini yang menurutnya perlu men-
dapatkan perhatian.

Pun cara mekanismenya. Menurut dia,
jika program tersebut menjadi mandatori,
perlu dijelaskan bagaimana dengan mereka
yang tidak berutang. Apakah mereka juga
wajib mendapatkan rumah, atau bisa diuvang-
kan.

“Bisa saja, aturan itu juga dua pilihan.
Bagi yang telah memiliki rumah, maka
tabungan ini akan dikembalikan dalam
bentuk rumah masyarakat. Bagi masyarakat
yang belum memiliki rumah, maka akan
diberikan dalam bentuk perumahan dengan
pilihan-pilihan yang dekat dengan wilayah
kerjaannya. Kan harusnya begitu,” tegas
Khaeron.

Ia berpendapat kepastian terkait kebi-
jakan tersebut perlu diperjelas oleh Badan
Pengelola (BP) Tapera kepada masyarakat.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota
Komisi XI DPR RI fraksi Partai Gerindra
Kamrussamad memandang regulasi Peratu-

MA Cabut...

paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk
calon gubernur dan wakil gubernur”

Menurut MA Pasal 4 PKPU Nomor 9 Ta-
hun 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang tidak dimaknai:

“....berusia paling rendah 30 (tiga puluh)
tahun untuk calon gubernur dan wakil gu-
bernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk
calon bupati dan wakil bupati atau calon
wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak
pelantikan pasangan calon terpilih”

MA pun memerintahkan kepada KPU
RI untuk mencabut Pasal 4 ayat (1) huruf d
PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemili-
han Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota tersebut.

Sejauh ini belum ada bantahan dari
Mahkamah Agung terkait isi dokumen pu-
tusan tersebut. Juru bicara MA Suharto baru
mau memeriksa ke panitera terkait putusan
ini. “Kami akan cek dulu di kamar Tun,” kata
Suharto dilansir dari CNNIndonesia.

Saat ditanya soal isi putusan tersebut,
Suharto mengatakan proses minutasi masih

ran Pemerintah (PP) soal Tapera tak perlu
dibatalkan.

Regulasi tersebut memang tertuang
dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Tabungan Peruma-
han Rakyat.

“Saya melihat PP ini tidak perlu di-
batalkan, cukup disosialisasikan dan dibuat
turunan peraturannya oleh komite BP Tapera,
lalu mereka di situ aspirasi diserap supaya
bisa diakomodir dalam turunan pengelolaan
PP 21 sehingga keadilan publik terwadahi,”
ujar Kamrussamad.

Ia mengatakan seharusnya PP Tapera
menjelaskan lebih detail terkait pengelolaan
dana simpanan, manfaat yang diperoleh dari
simpanan dan kapan simpanan itu bisa dira-
sakan oleh rakyat.

Karena itu, ia menyarankan BP Tapera
untuk melakukan drafting hingga diskusi
publik tentang aturan teknis yang akan dit-
erapkan sebagai turunan dari PP 21/2024
sebelum dijalankan. (cnni/js)

dalam proses di Kamar TUN.

“Jika nanti minutasi selesai putusan
segera di up load di Sistem Informasi Ad-
ministrasi Perkara,” kata Suharto.

Minutasi adalah proses di pengadilan
menjadikan berkas-berkas perkara menjadi
arsip negara.

Ia membenarkan bahwa putusan nomor
23P/HUM/2024 telah diputuskan kemarin,
29 Mei 2024 dengan amar putusan “Kabul
Permohonan Hum”.

Sementara Kepala Biro Humas MA
Sobandi memberikan tautan terkait status
perkara tersebut. Dari tautan ke laman MA
itu tertulis status putusan tersebut adalah
“Perkara telah diputus, sedang dalam proses
minutasi oleh Majelis”.

Sementara itu Wakil Ketua Umum DPP
Partai Garuda Teddy Gusnaidi mengakui
partainya sebelumnya memang menggugat
aturan batas minimal usia calon gubernur dan
wakil gubernur 30 tahun. la beralasan guga-
tan dilayangkan ke MA agar semua generasi
muda bisa maju sebagai calon gubernur di
Pilkada 2024. (cnni/js)

Kejagung Tetapkan...
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Kuntadi merincikan keenam tersangka itu
berinisial TK selaku GM pada periode 2010-
2011; HN selaku GM periode 2011-2013, DM
selaku GM periode 2013-2017. Lalu, AH se-
laku GM periode 2017-2019; MAA selaku GM
periode 2019-202; dan ID selaku GM periode
2021-2022.

Empat tersangka pun langsung ditahan
yakni tersangka HN, MA, dan ID ditahan di
Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang
Kejaksaan Agung. Tersangka TK di Rumah Ta-
hanan Negara Pondok Bambu, Jakarta Timur.

Sedangkan terhadap tersangka HM dan
tersangka AHA tidak dilakukan penahanan,
karena sedang menjalani penahananan dalam
perkara lain. Kuntadi menjelaskan keenam
tersangka yang merupakan mantan General

Dari Halaman 1

Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto
mengklaim sejumlah aliran dana dan bantuan
yang diterima NasDem itu bukan arahan partai.
Ia menyebut pemberian itu sukarela.

“Nah itulah sehingga masuk, tetapi kalau hal
ini sepertinya skenariotif orang di situ duduk di
menteri harus nyumbang ini, itu untuk kepent-
ingan partai, tidak ada. saya pastikan tidak ada,”
kata Sugeng di NasDem Tower, Jakarta Pusat,
Kamis (30/5).

Sugeng menjelaskan urunan untuk agenda
partai maupun untuk bantuan kemanusiaan su-
dah biasa dilakukan oleh NasDem. Ia menyebut
urunan itu dilakukan dengan membuka dompet
bersama.

Ia pun menyebut urunan serupa kerap di-
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beragama dalam menjalankan ajaran
agama sesuai dengan keyakinannya dengan
prinsip toleransi (al-tasamuh), sesuai dengan
tuntunan al-Quran “lakum dinukum wa liyadin”
(untukmu agamamu dan untukku agamaku),
tanpa mencampuradukkan ajaran agama
(sinkretisme).

b. Dalam masalah muamalah, perbedaan
agama tidak menjadi halangan untuk terus men-
jalin kerja sama (al-ta’awun) dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara
harmonis, rukun dan damai.

2. Umat Islam tidak boleh mengolok-olok,
mencela dan/atau merendahkan ajaran agama
lain (al-istihza’).

3. Antarumat beragama tidak boleh mencam-
puri dan/atau mencampuradukkan ajaran agama
lain.

B. FIKIH SALAM LINTAS AGAMA

1. Penggabungan ajaran berbagai agama ter-
masuk pengucapan salam dengan menyertakan
salam berbagai agama dengan alasan toleransi
dan/atau moderasi beragama bukanlah makna
toleransi yang dibenarkan.

2. Dalam Islam, pengucapan salam merupa-
kan doa yang bersifat ubudiah, karenanya harus

Manager UBPPLM PT Antam telah menyalah-
gunakan kewenangannya.

Mereka disebut melakukan aktivitas
manufaktur ilegal. Keenamnya juga melakukan
kegiatan peleburan, pemurnian, dan pencetakan
logam mulia yang tidak sesuai dengan keten-
tuan dan aturan PT Antam.

“Yang bersangkutan secara melawan
hukum dan tanpa kewenangan telah melekat-
kan logam mulia milik swasta dengan merek
Logam Mulia Antam,” ujar Kuntadi.

Padahal, seharusnya pelekatan merek
logam mulia PT Antam tidak bisa dilakukan
secara sembarangan tanpa adanya izin atau
pun kontrak kerja. Selain itu, PT Antam juga
seharusnya mendapat pembayaran biaya karena
memiliki hak eksklusif.

Menurut Kuntadi, keenam tersangka dalam
periode tersebut setidaknya telah mencetak

NasDem Buka...

lakukan untuk menunjang aktivitas sayap partai
seperti Garda Wanita atau Garda Wanita Mala-
hayati. “Ada yang nyumbang sejuta, ada dua
juta, mungkin ya, Pak Sahrul Limpo ya karena
menteri, karena posisinya menyumbang lebih
dari kami-kami gitu loh,” jelas dia.

“Garnita adalah sebagai sayap partai, seba-
gaimana kita ketahui adalah berjalan sebagaima-
na biasanya. Sekali-kali kalau ada kegiatan kami
buka dompet bersama, dan juga ada namanya
dana resmi partai, yang itu resmi pungutan
kami,” sambungnya.

Sebelumnya, aliran dana atau bantuan yang
diterima NasDem ini diungkap oleh Wakil Ben-
dahara Umum NasDem Joice Triatman dalam
sidang.

Salah satu hal yang Joice ungkap adalah
Surya Paloh disebut memberikan apresiasi

mengikuti ketentuan syariat Islam dan tidak
boleh dicampuradukkan dengan ucapan salam
dari agama lain.

3. Pengucapan salam yang berdimensi doa
khusus agama lain oleh umat Islam hukumnya
haram.

4. Pengucapan salam dengan cara
menyertakan salam berbagai agama bukan
merupakan implementasi dari toleransi dan/atau
moderasi beragama yang dibenarkan.

5. Dalam forum yang terdiri atas umat Islam
dan umat beragama lain, umat Islam dibolehkan
mengucapkan salam dengan Assalamu’alaikum
dan/atau salam nasional atau salam lainnya yang
tidak mencampuradukkan dengan salam doa
agama lain, seperti selamat pagi.

C. FIKIH TOLERANSI DALAM
PERAYAAN HARI RAYA AGAMA LAIN

1. Setiap agama memiliki hari raya sebagai
hari besar keagamaan yang biasanya disambut
dengan perayaan oleh penganutnya.

2. Setiap umat Islam harus menjalankan
toleransi dengan memberikan kesempatan
kepada umat agama lain yang sedang merayakan
ritual ibadah dan perayaan hari besar mereka.
Bentuk toleransi beragama adalah:

a. Dalam hal akidah, memberikan kebebasan
kepada umat agama lain untuk melaksanakan

logam mulia dengan berbagai ukuran dengan
total berat sebanyak 109 ton. Kuntadi menye-
but logam mulia itu diedarkan ke pasar bersa-
maan dengan produk logam mulia PT Antam
yang resmi.

“Sehingga logam mulia dengan merek ile-
gal ini mengerus pasar logam mulia PT Antam.
Sehingga kerugiannya menjadi berlipat-lipat
lagi,” imbuhnya.

Para tersangka ini dijerat Pasal 2 ayat 1,
Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 13 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Adapun kasus itu telah naik ke tahap penyidi-
kan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No-
mor: Prin-14/F.2/Fd.2/05/2023 tanggal 10 Mei
2023. Namun, terkait dugaan kerugian dalam
kasus tersebut masih didalami oleh penyidik.
(kps/Bj)

kepada Garda Wanita atau Garnita Malahayati,
membagikan berton-ton telur, sembako hingga
hewan kurban dari bantuan dana Kementerian
Pertanian.

SYL diadili atas kasus dugaan pemerasan
hingga mencapai Rp44.546.079.044 dan gratifi-
kasi dianggap suap sejumlah Rp40.647.444.494
selama periode 2020-2023.

Tindak pidana itu dilakukan SYL bersama-
sama dengan dua terdakwa lainnya yaitu
Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono
dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direk-
torat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan
Muhammad Hatta.

SYL juga diproses hukum KPK atas kasus
dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Kasus tersebut masih bergulir di tahap penyidi-
kan.(cnni/js)

Bukan Toleransi...

ibadah hari raya sesuai keyakinannya dan tidak
menghalangi pelaksanaannya.

b. Dalam hal muamalah, bekerja sama secara
harmonis serta bekerja sama dalam hal urusan
sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Toleransi umat beragama harus dilakukan
selama tidak masuk ke dalam ranah akidah,
ibadah ritual dan upacara-upacara keagamaan,
seperti: mengucapkan selamat hari raya agama
lain, menggunakan atribut hari raya agama lain,
memaksakan untuk mengucapkan atau melaku-
kan perayaan agama lain atau tindakan yang
tidak bisa diterima oleh umat beragama secara
umum.

4. Beberapa tindakan sebagaimana yang di-
maksud dalam angka nomor 3 dianggap sebagai
mencampuradukkan ajaran agama.

Acara [jtima Ulama Fatwa ini diikuti oleh
654 peserta dari unsur pimpinan lembaga fatwa
ormas Islam tingkat pusat, pimpinan Komisi
Fatwa MUI se-Indonesia, pimpinan pesantren
tinggi ilmu-ilmu fikih, pimpinan fakultas syariah
perguruan tinggi keislaman, perwakilan lembaga
fatwa negara ASEAN dan Timur Tengah, seperti
Malaysia dan Qatar, individu cendekiawan
muslim dan ahli hukum Islam, serta para peneliti
sebagai peninjau. (det/js)



